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PUTUSAN
Nomor 3699/Pdt.G/2015/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor , sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir,
tempat kediaman di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain

di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara

Nomor 3699/Pdt.G/2015/PA.Cbn Tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan

hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya
dilaksanakan pada tangggal 03 Nopember 2007, berdasarkan kutipan akta
nikah nomor XXX/XX/XX/XXXX tertanggal 05 Nopember 2007, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciampea Bogor;
1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
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2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan
dikaruniai 1 orang anak bernama :
a. Anak I, Perempuan, Bogor 24 Juli 2008
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak Februari 2009 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

a. Tergugat kurang cukup memberikan nafkah kepada Penggugat.

b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.

c. Tergugat tudak jujur masalah ekonomi keluraga.

d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam

urusan rumah tangga.
e. Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah
tangga dengan Tergugat.

4. Bahwa pada Juni 2010 merupakan puncak permasalahan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa
tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya
suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah
berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun
upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai.
Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi
untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan
terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan
hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2.  Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan
tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya
meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas
panggilan Nomor 3699/Pdt.G/2015/PA.Cbn tanggal 22 Desember 2015 dan
tanggal 5 Januari 2016 vyang dibacakan dalam persidangan dan
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana
Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX bertanggal 05
Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ciampea Bogor, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan
aslinya,bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggal 4 Pebruari 2015, telah diberi
meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang
saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksil, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2009;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena kurang ekonomi,

Tergugat tidak punya kerjaan tetap dan tidak cukup memberikan nafkah

kepada Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama

kurang lebih 6 tahun;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi

mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi ll, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar awal tahun 2009;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak punya

kerjaan tetap, tidak dapat mencukupi nafkah keluarga sehingga kurang

ekonomi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama

kurang lebih 6 tahun ;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi

mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para
saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta
memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala
sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam
berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di peridangan, sedangkan
Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pula
tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak
ternyata bahwa ketidak-hadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan

yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B4

Tergugat, serta perkara a quo dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan
Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dalam
perkara ini tidak ditempuh proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang
harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita
gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup
rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, yang perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan
akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP Penggugat) merupakan akta
otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR, yang keterangannya
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didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal
171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti antara Tergugat dengan
Penggugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 3
Nopember 2007, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, karena itu Penggugat memiliki legal standing (kedudukan hukum)
dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor, sehingga
dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, perkara a quo termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan
Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat, masing-
masing di bawah sumpah memberikan keterangan berdasarkan melihat dan
mengetahui sendiri, keterangan tersebut saling mendukung dan bersesuaian yaitu
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kurang ekonomi, Tergugat tidak
bekerja sehingga kafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang mencukupi,
mereka telah diusahakan rukun dan dinasihati oleh keluarga akan tetapi tetap
tidak berhasil, sekarang antara keduanya telah berpisah selama 6 tahun, oleh
karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta hukum
tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim
berkesimpulan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
tidak ada dasar saling mencintai sehingga sulit dipersatukan lagi dalam satu
mahligai rumah tangga, apalagi untuk mendapatkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan seperti
tertuang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didasarkan pada
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firman Allah dalam S. Ar-Rum ayat 21 yang artinya:“Dan di antara tanda-tanda
kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di
antaramu rasa kasih dan sayang.”sudah tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain
shughra, yang sejalan pula dengan pendapat Imam Malik yang dimuat di dalam
Kitab Figh Sunah Juz Il halaman 248 yang berbunyi:
azo Blay LeoslaVl o g zodlslicl glazg il diy oladl s balges s 151

aisL aall lgalls login g Yo Yl e o Wl j=xeg L) Lol G 6 uinsdl plgo

Artinya : Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan
pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan
istri merasa menderita jika tetap bertahan hdup bersama suaminya, sedangkan
Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu
dengan talak satu ba’in (shughraa)”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk
menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah
tersebut tercantum dalam amar putusan dibawabh ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam
amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;
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Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
hadir di persidangan, tidak hadit; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat
dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan
salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciampea Bogor, Pegawai Pencatat Nikah
KUA Kecamatan Dramaga Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah KUA
Kecamatan Cibungbulang Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1437 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H. dan Drs. H. Yusri, M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri
Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H. Drs. Kuswanto, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nuryani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :
- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- PanggilanRp. 270.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000.-
Jumlah Rp.361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)
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